
BUPATI PESAWARAN 
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

, BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 2 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 
perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286)



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran ' Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 1 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573):

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) Dan/ atau DaJam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/Atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Laporan enyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1, Tambahan Lembarafi Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6279);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 63);

24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

25. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang 
Rincian Anggaran Pcndapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754);

27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan



Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk 
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tentang Pengutamaan 
Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, 
Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2020 
Tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas 
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 978);

35. Peraturan Menteri Keuangan 230/PMK.07/2020 tentang 
Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut



Daerah Provinsi/Kabu paten/Kota Tahun Anggaran 
2021(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1678);

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaiman telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
94/ PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2C21 dalam rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahvin 20lb- 
202 1 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 
2016 Nomor 15);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 89);

4 1. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja



Menetapkan

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 451);

42. Peraturan Bupad Pesawaran Nomor 33 Tahun 2021 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran 
Tahun 451).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPAT1 TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas 
Daerah.

3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 
Daerah.

4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 
diakui sebagai penambah nilai keka^aan bersih dalam 
periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah 
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan 
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
anggaran 2021 semula sebesar Rp 1.325.269.442.637 
berkurang sebesar Rp. (33.733.009.916) sehingga menjadi 
Rp 1.291.536.432.722 dengan rincian sebagai berikut:



1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp; 1.284.637.720.028
b. Bertambah/(berkurang) Rd. ... (1.671.957.0031
Jumlah pendapatan daerah 
setelah perubahan 

2. Belanja daerah

Rp. 1.282.965.763.025

a. Semula Rp. 1.325.269.442.638
b. Bertambah/(berkurang) Ro (33.354.759.9161
Jumlah belanja daerah 
setelah perubahan 

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

Rp, 1.291.914.682.722

1) Semula Rp. 41.131.722.611
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 31.182.802.9141
Jumlah penerimaan Rp. 9.948.919.697
pembiayaan setelah perubahan 

b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp. 500.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rd. 500.000.000
Jumlah pengeluaran Rp. 1.000.000.000
pembiayaan setelah. perubahan

Jumlah pembiayaan neto 
setelah perubahan

Rp. 8.948.919.697

Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah perubahan

Rp. 0

Pasal 3
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja 
daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD
Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, 
Jenis. Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,



3. Larr.piran III

4. Larrjpiran IV

5. Larr}piran V

6. Lanipiran VI

7. Lampiran VII

Rincian Objek, Sub Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat 
Penerima, dan Besaran Hibah;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, 
dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial 
Berupa Uanga Yang Diterima Serta 
SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan 
Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas 
Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi" Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Perda 
tentang APBD dan Rancangan Perkada 
tentang Penjabaran APBD dengan 
Program Prioritas Perbatasan Negara.



Pasal 4

Lampiran sebagaim ana tersebut dalam  Pasal 3 m erupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam 

peratu ran  ini dituangkan lebih lanjut dalam  dokum en 

pelaksanaan anggaran sa tuan  kerja perangkat daerah 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati Pesawaran ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. Agar setiap orang m engetahuinya, 

m em erintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan 

penem patannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Septem ber 2021

Diundangkan di
pada tanggal 30 Septem ber 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH UPATEN PESAWARAN TAHUN 2 0 2 1  NOMOR 4 65



LA M P IR A N  I

PERATURAAJ BUPATI PESAWARAM 
N O M O R  TA H U N  2021
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN A N G G A R A N  PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TA H U N  AN G G ARAN 2021

KABUPATEN PESAWARAN

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, 
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK. SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN. BELANJA. DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

i
Jumlah (Rp) Bertambah/fBerkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 77.331.847.935 90.959.336.678 13.627.488.743 18 %

4.1.01 Pajak Daerah 29.450.000.000 31 390.000.000 1 940.000 000 7%

4.1.01.06 Pajak Hotel 250.000.000 250.000.000 0 0 %

4.1.01.06.01 Pajak Hote? 250.000 000 250 000.000 0 0 %

4.1.01.06.01.0001 Pajak Hote: 250.000 000 250 000.000 0 0 %

4.1.01.07 Pajak Restoran • 750.000 000 2 000 000.000 250 000 000 14 %

4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejemsnya 750.000.000 2 000.000.000 j  250 000 000 14 %

4.1.01.07 01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 1.750.000.000 2 000.000.000 250.000.000 14 %

4.1.01.08 Pajak H iburan 50.000.000 50.000.000 0 0 %

4.1.01.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/M usik/Tari/ Busana 50.000.000 0 (50 000 000) 100%

4.1.01.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/M usik/Tan/ Busana 50.000.000 0 (50.000.000) 100%

4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Berm otor, dan Permainan Ketangkasan 0 50.000.000 50.000.000 100%

4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Berm otor, dan Permainan Ketangkasan 0 50.000.000 50.000.000 100%

4.1.01.09 Pajak Reklame 280.000.000 280.000.000 0 0 %

4.1.01.09.01 Pajak Reklame P apan /B illboa rd /V ideo tron / M egatron 280.000.000 280 000.000 0 0 %

4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame P apan /B illboa rd /V ideo tron / M egatron 280.000.000 280.000.000 0 0 %

4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 14 130.000.000 14.880.000.000 750.000.000 5 %

4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sum ber Lain 14 130.000.000 14.880 000.000 750 000 000 5 %

4.1.01.10.02 0001 Pajak Penerangan Jalan Sum ber Lain . 14 130.000 000 14 880 000.000 750.000000 5 %

r ~ \



Kode Uraian
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0 3.009.110.688 3.009.110.688 100%

6.1.01.08.02 Sisa Dana BOS 0 1.260.000 1.260.000 100%

6.1.01.08.02.0001 Sisa Dana BOS 0 1.260.000 1.260.000 100%

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 41.131.722.611 9.948.919.697 (31.182.802.914) 76%

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 100%

6.2.02 Penyertaan M oda l Daerah 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 100%

6.2.02.02 Penyertaan M odal Daerah pada Badan Usaha M ilik  Daerah (BUMD) 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 100%

6.2.02.02.01 Penyertaan M odal Daerah pada BUMD 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 100%

6.2.02.02.01.0001 Penyertaan M odal Daerah pada BUMD 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 100%

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 500.000.000 1.000.000.000 500.000.000 100%

Pembiayaan Netto 40.631.722.611 8.948.919.697 (31.682.802.914) 78 %



LAMPlRAN I

PERATURAN DUPATI PESAWARAN 

no m o r? " t AHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAEPAH 
TAHUN ANGGARAN 2021

K ABUPATEN PESA W A R A N
PENJABARAN PE R U B A H A N  A PB D M E N U R U T  U R U S A N  P E M E R IN T A H A N  DAER A H . ORG ANISASI. P R O G R A M . KEGIATAN, SUB KEGIATAN. 

K ELO M PO K.JENIS. OBJEK. R IN C IA N  OBJEK. SUB R IN C IA N  OBJEK PENDAPATAN. BELANJA. D A N  P E M B IA Y A A N

T A H U N  A N G G A R A N  2021

Urusan Pemenntahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 

Organisasi 1 01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

r  '

K ode Rekening

. . -j-------------------------------------------------------------------------------------------

U ra ian

1

S eb elum

Perubahan

Sesudah

P erub ahan
B e rta m b a h /(B e rk u ra n g ) Penjelasan K eterang an

j

1 01 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 00 0.00 0 0 4 PEN D A PA TA N  DAERAH

1 01 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 0 0 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DA ER A H  (PA D ) 1 6 .0 0 0 .0 0 0 1 6 .0 0 0 .0 0 0 0

i 01 1 01 2 22 0 00.02.0000 00 000 00 4 1 02 Retnbusi Daerah lb  000 000 16 000 000 0 1

i 01 1 Qi 2 22 0 00 02.0000 00 0.00 00 A 1 02 02 Retribusi Jasa Usaha lb 000.000 16.000 000 a
------------------------ 1

j

i 01 1 01 2 22 0 00 02.0000 00 0.00 00 A 1 02 02 01
Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah

16 000.000 16 000 000 G I

IJumlaH Pendapatan 16 000.000 16.000 000 0
0 00 1.01 2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA

1 01 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 0 0 0.00 00
U R U S A N  P E M E R IN T A H A N  B ID A N G  

P E N D ID IK A N
4 0 6 .7 7 6 .8 3 7 .0 9 6 4 0 6 .8 9 8 .6 7 7 .7 1 4 1 2 1 .8 4 0 .6 1 8

1 01 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 02 0.00 00 PR O G R A M  PENGELOLAAN P E N D ID IK A N 1 1 4 .8 1 6 .2 1 4 .6 0 0 1 1 4 .4 3 2 .6 3 7 .6 0 0 (3 8 3 .5 7 7 .0 0 0 )

1 01 1 .0 1 .2 .2 2 .0 .0 0 .0 2 .0 0 0 0 02 2.01 00 P en gelo laan  P endid ikan  Sekolah Dasar 8 5 .1 5 8 .6 1 3 .6 0 0 8 4 .9 6 5 .1 1 3 .6 0 0 (1 9 3 .5 0 0 .0 0 0 )

1 01 1 01 2.22 0 00.02.0000 02 2.01 01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 117 900 000 117.900 000 0

1 01 1.01.2.22 0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 94 190.000 94.190 000 0

1 01 1.01.2.22 0 00.02.0000 02 2.01 01 s 1 01 Belanja Pegawai 24 800.000 24.800000 0

1 01 1.01.2 22 0 00.02.0000 02 2.01 01 s 1 01 88 Belanja Pegawai BOS 24 800.000 24.800.000 0

1 01 1.01 2.22 0 00.02.0000 02 201 01 s 1 01 88 88 Belanja Pegawai BOS 24 800.000 24.800.000 0

1 01 1.01 2.22 0 00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.390.000 69.390.000 0

1 01 1.01 2 22 0 00.02.0000 02 2.01 01 s 1 02 88 Belanja Barang dan Jasa BOS 69 390.000 69 390.000 0

1 01 1.01.2 22 0 00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 88 88
Belanja Barang dan Jasa 
BO

69 390.000 69.390.000 0

1 01 1.01.2 22 0 00.02.0000 02 2.01 01 s 2 BELANJA MODAL 23 710 000 23.710.000 0



Kode R ekening U raian
S ebelum

Perubahan

Sesudah

P erubahan
B e rta m b a h /(B e rk u ra n g ) Penjelasan K eterang an

8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 01 2.09 09
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantordan Bangunan 
Lainnya

30.000.000 30.000.000 0

8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0

8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0

8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 Belanja Jasa 30.000.000 30.000.000 0

8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 02 03 Belanja Sewa Tanah 30.000.000 30.000.000 0

8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 01 2.09 11

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantoratau 
Bangunan Lainnya

4.000.000 4.000.000 0

8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0

8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0

8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000 4.000.000 0

8 01 8.01.2.16.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 03 02
Belanja 
Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin

4.000.000 4.000.000 0

Jum lah B elanja 8 .3 8 0 .4 7 2 .8 1 8 7 .8 6 8 .8 2 7 .2 6 2 (5 1 1 .6 4 5 .5 5 6 )

Total S u rp lu s /(D e fis it) (8 .3 8 0 .4 7 2 .8 1 8 ) (7 .8 6 8 .8 2 7 .2 6 2 ) 5 1 1 .6 4 5 .5 5 6

0 00 8 .0 1 .2 .1 6 .0 .0 0 .0 1 .0 0 0 0 00 0 .00 00 6 PEM BIAYAAN

Jum lah  Penerim aan P em biayaan 0 0 0

Jum lah  P enerim aan  P engeluaran 0 0 0

Dl R A M A D H O N ,



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021

1) UANG

DAFTAR N A M A  CALON PENERIMA, A LA M A T D A N  BESARAN 
ALOKASI H IB A H  BERUPA U AN G  YANG Dl TERIM A SERTA SKPD PEMBERI H IBAH

N o Nam a Penerima A lam at Penerima
Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan
B ertam bah/(B erkurang)

1 .01 .2 .22 .0 .00 .02 .0000  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.01 .02.2 .01.28 Pem binaan Kelembagaan dan M anajem en  Sekolah

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 

Kabupaten Pesawaran
Jalan Terusan Branti Raya Karang Rejo, Negeri Katon Pesawaran 

Kode Pos 35353
30.000.000 10.000.000 (20.000.000)

Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten 
Pesawaran

Jalan Veteran Dam C Desa Wiyono, Gedong Tataan Pesawaran 

Kode Pos 35371
50000000 10.000.000 (40.000.000)

Jum lah H i bah Pada Sub Kegiatan 80 .000 .000 2 0 .0 0 0 .0 0 0 (60 .000.000)

1.01.02.2.02.41 Pem binaan Kelembagaan dan M anajem en Sekolah

Dewar' Pendidikan V /a rd ik ) Kabupaten 

Pesawaran

.’a la r  Swada/a. SuKanja 7 Gedong Tataan Pesawa K o d e  °or 
35371

'. 00 000 000 35.000.000 (65.000.000,

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 
Kabupaten Pesawaran

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek Pemkab 

Pesawaran, Jl. Raya Kedondong Way Layap Gedong Tataan Kode 

Pos 35371
60.000000 15.000.000 (45.000.000)

Jum lah H ibah Pada Sub K egiatan 160.000.000 5 0 .0 0 0 .0 0 0 (110 .000 .000)

1 .01 .02.2 .04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar N o n fo rm al/K esetaraan

BOP Kesetaraan Paket A Kabupaten Pesawaran 0 39.000.000 39.000.000

BOP Kesetaraan Paket B Kabupaten Pesawaran 0 225.000.000 225.000.000

BOP Kesetaraan Paket C Kabupaten Pesawaran 0 754.200.000 754.200.000

Jum lah H ibah Pada Sub K egiatan 0 1 .0 1 8 .2 0 0 .0 0 0 1 .018 .200 .000

2.22.02.2 .02.01 Pelindungan, Pengem bangan, Pem anfaatan O bjek Pemajuan Tradisi Budaya

Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) 
Pesawaran

Komplek Pemkab Pesawaran, Jl. Raya Kedondong Way Layap 

Gedong Tataan Kode Pos 35371
0 75.000.000 75000.000

Jum lah Hibah Pada Sub Kegiatan 0 7S .000 .000 75 .000 .000

Jum lah H ibah Pada SKPD 240.000 .000 1 .1 6 3 .2 0 0 .0 0 0 923 .200 .000



No Nama Penerima Alamat Penerima
Sebelum

Perubahan
Sesudah

Perubahan
Bertambah/(Berkurang)

LSM Satu Nusa Kabupaten Pesawaran G edong Tataan 10.000.000 7.500.000 (2.500.000)

Pengurus Pertcak Silat Badik Lam pung 

Kabupaten Pesawaran
Jin Ahmad Yani RT/RW 01/01 Desa G edong Tataan 10.000.000 7.500.000 (2.500.000)

Perguruan Silat Penjalin Sukma Kabupaten 

Pesawaran
Jl Branti Raya No 60 G edong Tataan Kab. Pesawaran 10.000.000 7.500.000 (2.500.000)

Perhim punan Masyarakat G edong Tataan 

(PERMATA) Kabupaten Pesawaran
G edong Tataan 10.000.000 7.500.000 (2.500.000)

Perkumpulan Silaturahmi M asyarakat 

Kabupaten Pesawaran

Suakaraja VII RT 003 Desa Sukaraja Kecamatan G edong Tataan 

Kabupaten Pesawaran
10.000.000 7.500.000 (2.500.000)

POLDA LAMPUNG LAMPUNG 1.000.000.000 1.000.000.000 0

POLRES PESAWARAN PESAWARAN 1.000.000.000 1.000.000.000 0

PURNAPASKIBRA KABUPATEN PESAWARAN GEDONG TATAAN 10.000.000 7.500.000 (2.500.000)

Sentra Komunikasi Mitra Polri (SESKOM) 

Kabupaten Pesawaran
Desa Sukaraja Kecamatan G edong Tataan 10.000.000 7.500.000 (2.500.000)

Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan 3.010.000.000 2.987.500.000 (22.500.000)

Jumlah Hibah Pada SKPD 3.909.508.000 3.982.684.000 73.176.000

Jumlah Total 13.992.108.000 13.775.784.000 (216.324.000)

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN 

ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No Nama Penerima Alamat Penerima Bentuk
Sebelum

Perubahan
Sesudah

Perubahan
Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Total 0 0 0

DENDI RAMADHONA,



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 3 8 T A H U N  2021
TENTANG PERUBAHAN PENiABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021

1) UANG

DAFTAR N A M A  CALON PENERIMA. ALAM AT D A N  BESARAN 

ALOKASI B AN TUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG D ITER IM A  SERTA SKPD PEMBERI B A N TU A N  SOSIAL

I No Nam a Penerima Ala m at Penerim a
Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan
B ertam b ah /(B erku ran g )

1 .02 .0 .00 .0 .00 .01 .0000  Dinas Kesehatan

1.02 .02 .2 .02 .15  Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi M asyarakat

Balita Gizi Buruk komplek perkantoran pemda pesawaran 11.400.000 14.250 000 2.850.000

Jum lah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan 11 .400 .000 14.250.000 2 .850 .000

Jum lah Bantuan Sosial Pada SKPD 11 .400 .000 14.250 .000 2 .850 .000

1 .06 .0 .00 .0 .00 .01 .0000  Dinas Sosial

1 .06 .06 .2 .01 .04  Penanganan Khusus bagi K elom pok Rentan

Saniunan Ahii (.o tjan Meninggal Dunia 

Akibat COVID-19
Kabupaten Pesawaran 0 750.000 000 750.000 000

Santunan Isolasi Mandiri Penderita COVID-19 Kabupaten Pesawaran 0 600.000 000 600.000.000

Jum lah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan 0 1 3 5 0 .0 0 0 .0 0 0 1 .350 .000 .000

Jum lah Bantuan Sosial Pada SKPD 0 1 3 5 0 .0 0 0 .0 0 0 1 3 5 0 .0 0 0 .0 0 0

Jum lah Total 11 .400 .000 1 3 6 4 .2 5 0 .0 0 0 1 3 5 2 .8 5 0 .0 0 0



No Nama Penerima Alamat Penerima Bentuk
Sebelum

Perubahan
Sesudah

Perubahan
Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD 232.000.000 223.500.000 (8.500.000)

Jumlah Total 19.491.074.950 19.172.414.950 (318.660.000)



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 

NOM OR 3 ^  TAHUN2021

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PESAWARAN
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, 

JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi:x-xx.x-xx.x-xx.xx

KodeRekening Uraian Jumlah Lokasi

7 2 3 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 
NOMOR 3 8  TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN PESAWARAN

RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM /TAM BAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI 

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,

JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah Sebelum Perubahan Jumlah Setelah Perubahan Lokasi

1 2 3 4 5

4.2.01.01.01.0006 Bagi Hasil Dari Sumber Daya Gas Bumi Rp. 1.990.226.000 Rp. 3.745.565.000 Kabupaten Pesawaran



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI PESAWARAN 

NOMOR 3 8  TAHUN2021

TENTANG PENJABARANPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD

DENGANPROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

No.

Program

Prioritas

Perbatasan

Negara

Uraian
AlokasiAnggaranBelanjaDalam

RancanganAPBD
Jumlah

(Rp)
Belanja Op era si BelanjaModal BelanjaTransfer

Belanja

Operasi(Rp)
Belanja M oda l (Rp) BelanjaTransfer (Rp)

Uraian
Lokasi

(Kecamatan)
Uraian

Lokasi

(Kecamata)
Uraian

Lokasi

(Kecamatan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

;


